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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi dari penetapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos oleh Kota 
Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemungutan pajak hotel 
atas rumah kos jika ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah, mengetahui dan 
menganalisis imlementasi pajak hotel atas rumah kos serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Surabaya. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan 
dokumentasi dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan kepada pihak-pihak yang 
berkompeten dan berhubungan langsung dengan implementasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos di 
Kota Surabaya. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 
Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota 
Surabaya jika ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya terpenuhi. 
Sementara dari hasil analisis implementasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya dilihat 
dari aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi suatu pajak menunjukan telah memenuhi. Faktor 
pendukung yang timbul adalah sumber daya manusia yang berkompeten, sistem komputer yang baik dan 
sarana serta prasarana yang memadai. Faktor penghambat yang timbul Peraturan yang belum efektif dan 
tingkat kesadaran pemilik kos yang rendah. 
Kata kunci: Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah, Implementasi, dan Faktor yang Mempengaruhi.  
 
ABSTRACT  
The background of this research is to determine the hotel tax over the boarding house by the city of 
Surabaya. This study aims to identify and analyze the tax policy of the hotel above the boarding house when 
viewed from the perspective of the principles of local taxation, investigate and analyze  tax implementation 
on boarding houses as well as identify and analyze the factors that affect the enforcement of tax collection 
over the boarding house to hotel Department of Revenue and Fiscal Management in Surabaya. 
The research method used is descriptive qualitative method, using documentations and interviews as 
a data collection tool that is made to the parties who are competent and are directly related to the 
implementation of tax collection over the boarding house hotel in Surabaya. Analysis of the data in this 
study using descriptive analysis. 
Based on the analysis of the data obtained that the taxation policy of the hotel over a boarding house 
in the city of Surabaya when viewed from the perspective of the principles of local taxation has not been 
fully met. While the results of the analysis of the hotel tax implementation collection over the boarding house 
in Surabaya views of the aspects that affect the implementation of a tax indicates has met. Supporting 
factors that arise is competent human resource, good computer systems and facilities and adequate 
infrastructure. Inhibiting factors that arise are not effective regulation and low consideration from the 
boarding house owners. 
Keywords: the principles of local taxation, mplementation, and influence factors. 
PENDAHULUAN 
Pemerintah Daerah diberikan hak, 
wewenang dan kewajiban daerah untuk 
mengatur serta mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya sebagai upaya meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 
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pemerintah berupa pelayanan kepada 
masyarakatnya (Lubis, 2011:12). Kegiatan 
Pemerintah Daerah yang berlangsung terus 
menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat baik moril 
maupun materil. Perlu banyak memperhatikan 
masalah pembiayaan pembangunan dalam 
merealisasikan tujuan tersebut, yang dituangkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah 
berhak mengenakan pungutan kepada 
masyarakatnya.  
Salah satu pungutan yang dilaksanakan 
oleh kabupaten dan kota adalah pajak daerah dan 
retribusi daerah. Terkait dengan pengelolaan 
pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi 
dasar adalah Undang-undang nomor 28 Tahun 
2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Sejak 
berlakunya Undang-undang tersebut, pemerintah 
daerah tidak diperbolehkan memungut pajak 
daerah selain yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang. Akan tetapi demi memenuhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu 
wewenang yang dapat dilakukan pemerintah 
daerah saat ini adalah peluasan basis pajak 
daerah yang sudah ada. Peluasan basis pajak 
harus memenuhi asas-asas pemungutan pajak. 
Hal ini penting diperhatikan agar pemungutan 
pajak tidak akan menimbulkan kendala dalam 
pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak 
tersebut. 
Kota Surabaya sebagai salah satu 
pelaksana otonomi daerah perkotaan juga 
melakukan peluasan basis pajak. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya 
Nomer 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
dijelaskan bahwa rumah kos yang jumlah 
kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai 
sewa paling sedikit Rp 750.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar 
merupakan objek pajak hotel dengan tarif 5% 
dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya 
dibayar kepada Hotel atau dalam hal ini rumah 
kos. 
 Sejak dilaksanakannya pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos belum berjalan efektif, 
namun sudah akan direvisi. Peraturan daerah 
Nomor 4 Tahun 2011 tersebut dianggap banyak 
celah yang dimanfaatkan pengelola kos agar 
terhindar dari pajak. Hal itu dikarenakan dasar 
hukum yang lemah dan kurang jelas. Selain itu 
masih banyak pengusaha kos yang belum terdata 
oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya (Jati, 2013).  
 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Negara Republik Indonesia sebagai 
Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi 
dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan 
memberikan kesempatan dan keluasaan kepada 
Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 
Daerah. 
Otonomi yang luas adalah keluasaan 
daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang mencakup 
kewenangan semua bidang pemerintahan, 
kecuali kewenangan dibidang politik luar 
negeri, pertahanan dan keamanan, 
peradilan, moneter dan fiskal, agama 
serta kewenangan dibidang lainnya yang 
akan diterapkan dengan peraturan 
pemerintah. (Supriadi dan Solihin, 
2002:3). 
Sebagaimana diketahui sesuai dengan 
perkembangan sejarah perjuangan bangsa 
Indonesia bahwa penyelenggaraan pemerintah 
Daerah pada dewasa ini apabila dilihat dari 
tingkatan hirarkinya pada dasarnya terdiri dari 
atas: 
1. Pemerintah tingkat Propinsi. 
2. Pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota. 
3. Pemerintah tingkat Kecamatan. 
4. Pemerintah tingkat Desa atau Kelurahan. 
 
Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Abidin (2012:19) mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat 
oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang 
untuk memecahkan masalah atau mewujudkan 
tujuan yang diinginkan masyarakat. Kepentingan 
masyarakat ini merupakan keseluruhan yang 
utuh dari perpaduan, keinginan-keinginan dan 
tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Kebijakan 
publik dirumuskan pemerintahan dalam berbagai 
sektor penting Negara. Dalam bidang ekonomi, 
kebijakan publik suatu Negara diwujudkan 
dalam kebijakan moneter dan fiskal. 
2. Implementasi Kebijakan 
Penerapan adalah suatu proses yang tidak 
sederhana (Solichin, 1997:45). 
“The execution of policies is a important 
if not more important than policy-
making. Policy will remain dreams or 
blue prints file jackets unless they are 
implemented” (Pelaksanaan kebijakan 
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adalah sesuatu yang penting, bahkan 
mungkin jauh lebih penting daripada 
pembuatan kebijakan. Kebijakan-
kebijakan akan sekedar 
diimplementasikan). 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
implementasi kebijakan meliputi semua tindakan 
yang berlangsung antara pernyataan atau 
perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. 
3. Model-model Implementasi Kebijakan 
Menurut Nugroho (2011: 627) dijelaskan 
model-model atau teori yang membahas tentang 
implementasi kebijakan menurut para ahli. 
Pertama, model yang dikembangkan oleh Van 
Meter dan Van Horn, yakni model 
mengendalikan bahwa implementasi kebijakan 
berjalan secara linear dari kebijakan publik, 
implementor, dan kinerja kebijakan publik. 
Kedua, model yang dikembangkan oleh Daniel 
Mazmanian dan Paul A. Sbatier. Kedua ahli ini 
berpendapat bahwa peran penting dari analisis 
implementasi kebijaksanaan negara ialah 
mengidentifikasikan variabel-variabel yang 
mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal 
pada keseluruhan proses implementasi.  
Ketiga, adalah model Edward yang 
dikembangkan oleh George Edward III. Menurut 
kerangka pemikiran Edwards keberhasilan 
implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 
faktor-faktor sebagai berikut: 
a) Communication (Komunikasi). 
b) Resources (Sumber Daya). 
c) Dispositions (Disposisi) . 
d) Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). 
Masih banyak model-model 
implementasi yang dijelaskan namun, berkaitan 
peneliti ini, model implementasi yang digunakan 
adalah model Edward III. Model I mengarahkan 
pemahaman tentang variabel implementasi 
kebijakan dan hubungan antara faktor-faktor 
yang dimaksud dengan menetapkan peran 
masing-masing faktor. 
 
Kebijakan Fiskal 
Dasar pemikiran dalam kebijakan fiskal 
ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan 
dengan individu dalam pengaruh dari tindakan 
masing-masing terhadap masyarakat sebagai 
keseluruhan. Menurut Rahayu (2010:1): 
Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan 
ekonomi dalam rangka mengarahkan 
kondisi perekonomian untuk menjadi 
lebih baik dengan jalan mengubah 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 
kebijakan fiskal ditujukan untuk 
memelihara stabilitas ekonomi secara 
pendapatan nasional secara nyata terus 
meningkat sesuai dengan penggunaan sumber 
daya (faktor-faktor Produksi) dan efektivitas 
kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan 
redistribusi pendapatan kekayaan dan upaya 
kesempatan kerja. 
 
Perpajakan 
1. Pengertian Pajak 
   Pengertian pajak menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (1989:658), menyebutkan 
bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya 
berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk 
sebagai sumbangan wajib kepada negara atau 
pemerintah sehubungan dengan pendapatan, 
pemilikan, harga beli barang, dsb. 
Namun menurut Soemitro dalam 
Nurmantu (2005:15), merumuskan bahwa pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan 
kekayaan dari sektor partikulir ke setor 
pemerintahan) berdasarkan undang-undang 
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan 
jasa timbal (tegen presepsi) yang langsung dapat 
diajukan dan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum. 
2. Fungsi Pajak 
Sebagaimana telah diketahui dari unsur-
unsur yang melekat pada pengertian pajak dari 
berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi 
yaitu sebagai berikut: 
a) Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 
diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
b) Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 
atau melakukan kebijakan di bidang sosial 
dan ekonomi. 
3. Hambatan dalam Pemungutan Pajak 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Judisseno (2005:26), Pemerintah selaku fiskus 
pajak merencanakan dan menggodok Undang-
undang atas dasar dan prinsip perpajakan yang 
seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat 
bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. 
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Terdapat 3 (tiga) cara perlawanan terhadap pajak 
(Thomas, 2012), yaitu sebagi berikut: 
a) Penghindaran legal pajak (Tax Avoidance) 
yaitu, tindakan wajib pajak dengan secara 
tidak jelas melanggar undang-undang 
sekalipun kadang-kadang dengan jelas 
menafsirkan undang-undang secara tidak 
sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan 
undang-undang. 
b) Pengelakan pajak (Tax evasion) yaitu, 
pelangaran terhadap undang-undang dengan 
maksud melepaskan diri dari 
pajak/mengurangi dasar penetapan pajak 
dengan menyembunyikan sebagian dari 
penghasilannya. 
c) Melalaikan pajak yaitu, tindakan wajib pajak 
yang melalaikan semua peraturan dan 
perundang-undangan perpajakan. 
 
Pajak Hotel atas Rumah Kos 
1. Dasar Hukum 
Pajak hotel merupakan salah satu jenis 
pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 
daerah kabupaten dan kota. Menurut objek 
pajaknya pajak hotel dibedakan atas beberapa 
jenis, salah satunya adalah pajak hotel atas 
rumah kos. Oleh karena itu perlu dipahami 
tentang peraturan-peraturan pajak hotel yang 
dijadikan dasar hukumnya. Adapun peraturan 
baik peraturan pusat maupun peraturan daerah 
yang mengatur tentang pajak hotel atas rumah 
kos di Kota Surabaya adalah sebagai berikut: 
a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
b) Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah. 
c) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 
tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
2. Pengertian Pajak Hotel dan Rumah Kos 
Menurut Siahaan (2005:245) Pajak hotel 
adalah pajak atas pelayanan hotel. Berdasarkan 
peraturan daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 
2011 tentang pajak daerah, rumah kos yang 
merupakan objek pajak hotel adalah rumah kos 
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan 
dengan sewa kamar paling sedikit Rp. 
750.000,00, rumah kos tersebut berada dalam 
satu lokasi maupun beberapa lokasi yang 
terpisah yang dimiliki oleh satu pemilik yang 
sama dalam satu keluarga. 
3. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara 
Penghitungan 
a) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
Dasar pengenaan yang digunakan dalam 
pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang 
dilakukan kepada hotel.  
b) Tarif Pajak Hotel 
Menurut undang-undang nomor 28 tahun 
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 
10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah kabupaten/kota yang 
bersangkuran. Kota Surabaya dalam peraturan 
daerahnya nomor 4 tahun 2011 pasal 6 
menetapkan bahwa tarif pajak hotel atas rumah 
kos sebesar 5% (lima persen). 
c) Cara penghitungan 
Berdasarkan undang-undang nomor 28 
tahun 2009 secara umum perhitungan pajak hotel 
adalah sesuai dengan rumus berikut: 
Pajak Terutang =Tarif pajak X DPP 
=Tarif Pajak X Jumlah 
pembayaran yang Dilakukan 
kepada hotel 
(Siahaan, 2005:251). 
4. Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat 
Terutang Pajak Hotel 
  Masa pajak dalam pajak hotel merupakan 
jangka waktu yang lamanya sama dengan satu 
bulan takwim atau jangka waktu lain yang 
ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 
satu tahun takwim, kecuali wajib pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun takwim. Saat pajak terutang dalam 
masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu 
pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa 
penginapan di hotel atau penginapan. 
  
Asas Pemungutan Pajak 
Asas-asas pemungutan pajak 
sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith 
dalam bukunya An Inquiry into the Nature and 
Cause of the Wealth of Nations menyataan 
bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan 
pada asas-asas antara lain Equality (kesamaan), 
Certainy (kepastian), Convenience dan Economy 
(Suandy, 2008:27). 
Sedangkan menurut  Seligman dalam 
Nurmantu (2005:85) merumuskan 4 (empat) 
asas, (i) Fiscal, (ii) Administrative, (iii) 
Economic dan (iv) Ethical. Terkait dengan 
penelitian ini, penulis menganalisis kesesuaian 
kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah 
kos di kota Surabaya dengan menggunakan asas 
yang dikemukakan oleh Davey dalam Bambang 
(2005:13), bahwa ada 5 (lima) asas yang harus 
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dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat 
dijadikan objek pengenaan pajak daerah yaitu: 
1. Asas Kecakupan dan Elastisitas  
Kecakupan sumber pendapatan yang 
dapat dipajaki. Artinya, sumber tersebut harus 
menghasilkan pendapatan pajak lebih besar 
dibandingkan seluruh atau sebagian biaya 
pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika biaya 
pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya 
juga meningkat. Keadaan demikian 
mencerminkan pajak menunjukan elastisitasnya, 
artinya pajak-pajak tersebut mampu 
menghasilkan tambahan pendapatan untuk 
menutup kenaikan pengeluaran pemerintah.  
2. Asas Keadilan 
Asas kadilan dalam asas perundang-
undangan perpajakan maupun dalam hal 
pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun 
keadilan itu sangan relatif. Keadilan dalam hal 
perpajakan daerah mempunyai 2 (dua) dimensi, 
yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertical. 
a) Keadilan Horizontal 
Pemungutan pajak adil secara horizontal 
apabila beban pajaknya sama atas semua 
wajib pajak yang memperoleh penghasilan 
yang sama dengan jumlah tanggungan yang 
sama, tanpa membedakan jenis penghasilan 
atau sumber penghasilan.  
b) Keadilan Vertikal 
Secara umum, pajak itu dikatakan baik jika 
pajak tersebut progresif. Artinya, presentase 
pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk 
pajak bertambah sesuai dengan tingkat 
pendapatannya. 
 
3. Asas Kemampuan Administratif 
Asas ini memiliki pemahaman, bahwa 
dalam menilai pajak yang ditetapkan atas sumber 
pendapatan pajak memerlukan ketelitian 
administratifnya. Sebelum diberlakukannya 
suatu pajak, hendaknya dipertimbangkan terlebih 
dahulu jumlah dan kemampuan sumber daya 
manusia yang ada dan akan melaksanakan 
pekerjaan tersebut demi untuk memperkecil 
resiko keluhan yang terjadi dalam pelaksanaan 
pekerjaan tersebut kelak. 
4. Asas Kesepakatan Politis 
Tidak ada pajak yang popular karena 
pajak dalam anggapan masyarakat adalah suatu 
beban. Oleh Karena itu kesepakatan politik 
diperlukan dalam memungut pajak, menetapkan 
struktur tarif, memutuskan siapa yang harus 
membayar, bagaimana cara memungut dan 
sangsi apa yang akan dikenakan kepada wajib 
pajak yang melanggar. Suatu jenis pajak harus 
dapat diterima secara politik oleh banyak pihak 
baik itu pemerintah, masyarakat maupun wajib 
pajak itu 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah dan 
tujuan dalam penelitian, maka jenis penelitian 
yang digunakan oleh peneliti adalah jenis 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk memperoleh informasi-
informasi mengenai keadaan saat ini, dan 
melihat kaitannya antara variable-variabel yang 
ada (Mardalis, 2010:26). Sedangkan pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 
adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 
teknik pengumpulan data secara tringulangsi 
(gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna dari generalitas 
(Sugiyono, 2013:9). 
 
Fokus Penelitian 
Menurut Moleong (2001:297), fokus 
penelitian adalah penetapan masalah yang 
menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian. 
Penetapan fokus dapat membatasi studi. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Kebijakan pemungutan 
pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya 
ditinjau dari perspektif asas-asas 
pemungutan pajak daerah, yaitu; asas 
kecukupan dan elastisitas, asas keadilan, asas 
kemampuan administrative, asas kesepakatan 
politis. 
2. Implementasi pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos di Kota Surabaya dilihat dari 
aspek-aspek yang mempengaruhi 
implementasi suatu pajak, yaitu; aspek 
komunikasi, aspek sumber daya, aspek 
disposisi dam aspek Struktur birokrasi. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos bagi Dinas Pendapatan dan 
Pengelola Keuangan daerah Kota Surabaya, 
dilihat dari: 
a) Pendukung dalam 
pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos. 
b) Hambatan dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Menurut Imam Robandi (2008:121) 
wawancara adalah bagian utama untuk 
penggalian data pada penelitian kualitatif 
terutama pada penelitian ilmu sosial.  
2. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi, dengan cara mengutip 
atau menyalin dokumen yang relevan 
digunakan untuk digunakan sebagai data 
dalam penelitian ini. Juga dokumentasi 
visual dan suara untuk meyakinkan bahwa 
data yang diperoleh valid. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas 
Rumah Kos di Kota Surabaya Ditinjau 
dari Perpektif Asas-asas Pemungutan 
Pajak Daerah  
a) Asas Kecukupan dan Elastisitas 
Asas Kecakupan dan Elastisitas 
merupakan asas pemungutan pajak yang 
berlandaskan atas sumber pendapatan. Terdapat 
2 (dua) variabel dalam asas ini kecakupan 
sumber pendapatan dan elastisitas sumber 
pendapatan. Variabel kecakupan sumber 
pendapatan berarti bahwa setiap sumber 
pendapatan pemungutan pajak harus 
menghasilkan pendapatan pajak yang dijadikan 
sebagai pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintah daerah dengan jumlah yang lebih 
besar dari biaya pemungutannya. Terkait dengan 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota 
Surabaya dilihat dari pendapatan yang diperoleh 
cukup besar dan memenuhi fungsinya sebagai 
sumber keuangan daerah, namun dalam hal biaya 
pemungutannya tidak dapat dihitung 
dikarenakan jika dilihat dari anggaran yang akan 
dikeluarkan pemerintahan Kota Surabaya 
merupakan anggaran dari keseluruhan objek 
pajak hotel. 
Variabel kedua adalah aspek elastisitas, 
dalam variabel ini terdapat 2 (dua) dimensi yaitu, 
dimensi pertumbuhan potensi dari dasar 
pengenaan pajak dan dimensi kemudahan dalam 
memungutnya. Berkaitan dengan pertumbuhan 
potensi, mengingat kondisi Kota Surabaya 
sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan 
sebagai tujuan pendidikan, membuat Kota 
Surabaya memiliki banyak pendatang yang 
berkunjung ke Kota Surabaya untuk menetap 
maupun hanya untuk singgah. Hal tersebut 
membuka peluang bagi para pengusaha 
khususnya pemilik rumah kos untuk memperluas 
bidang usahannya sehingga berdampak pada 
pertumbuhan potensi pajak hotel atas rumah kos.  
Dimensi kedua dalam Asas elastisitas 
adalah kemudahan dalam penerapannya. Terkait 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos terdapat 
beberapa kesulitan dalam pelasanaanya. Hal ini 
dikarenakan karakteristik dari rumah kos. 
Kebanyakan dari usaha rumah kos di Kota 
Surabaya merupakan usaha informal, usaha 
informa biasanya tidak memiliki akta notaris, 
izin usaha dari pemerintahan, memiliki laporan 
yang jelas, dan lain-lainnya. Sebagaimana 
diungkapkan petugas pajak MSK, L, 42 tahun, 
bahwa kebanyakan rumah kos sulit dideteksi 
ketika petugas melakukan pendataan di 
lapangan. Rumah kos memiliki karakteristik 
cenderung sama dengan rumah kediaman 
biasanya, lain halnya dengan usaha hotel atau 
restoran yang memiliki karakteristik tertentu. 
b) Asas Keadilan 
Adil disini berarti, dasar pajak dan 
kewajiban membayar harus jelas dan tidak 
sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus 
adil baik secara dimensi horizontal maupun 
dimensi vertikal. 
1) Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas 
Rumah Kos di Kota Surabaya ditinjau 
dari Dimensi Keadilan Horizontal 
Pemungutan pajak harus adil secara 
Horizontal yang berarti bahwa, wajib pajak yang 
mempunyai kedudukan ekonomi sama maka 
dikenakan beban pajak yang sama.  
Ilustrasi Kos ABC 
Pada bulan april tahun 2012, kos ABC memiliki 
kamar kos untuk disewakan sebanyak 10 kamar 
dengan harga sewa Rp 900,000,00. Semua kamar kos 
ABC tersewa. 
Penghasilan Kos ABC pada bulan april tahun 2012 
adalah: 
= Jumlah Kamar x Harga Sewa 
= 10 x Rp 900,000,00  
= Rp 9,000,000,00 
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Tidak memiliki kewajiban membayar pajak 
dikarenakan jumlah kamar tidak lebih dari 10. 
Ilustrasi Kos XYZ 
Pada bulan april tahun 2012, kos XYZ memiliki 
kamar kos untuk disewakan sebanyak 12 kamar 
dengan harga sewa Rp 750,000,00. 
Penghasilan Kos XYZ pada bulan april tahun 2012 
adalah: 
= Jumlah Kamar x Harga Sewa 
= 12 x Rp 750,000,00 
= Rp 9,000,000,00 
Pajak terutang Kos XYZ adalah: 
= Tarif Pajak Hotel asas Rumah Kos x Penghasilan 
Perbulan 
= 5% x Rp 9,000,000,00 
= Rp 450,000,00 
Berdasarkan Ilustrasi di atas, disajikan 
kasus mengenai Kos ABC dan Kos XYZ yang 
memiliki pendapatan yang sama, keduanya 
memiliki pendapatan sebesar Rp 9,000,000,00, 
Namun  perhitungan pajak terutang keduanya 
memiliki perbedaan dalam perlakuan pajaknya. 
Hal ini bertentangan dengan syarat keadilan 
horizontal. Sebagaimana seharusnya setiap 
penambahan kemampuan ekonomis yang sama 
harus mendapatkan perlakuan pajak yang sama.  
2) Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas 
Rumah Kos di Kota Surabaya ditinjau 
dari Dimensi Keadilan Vertikal 
Pemungutan pajak harus adil secara 
vertikal dalam arti bahwa, orang atau objek 
pajak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih 
besar hendaknya memberikan sumbangan yang 
lebih besar. Suatu pungutan pajak yang adil 
secara vertikal jika dilihat dari 2 (syarat) syarat, 
antara lain: 
(a) Unequal Treatment for the Unequals 
Unequal Treatment for the Unequals 
menekankan bahwa besarnya tarif dibedakan 
oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah 
seluruh tambahan kemampuan ekonomis.  
Berkaitan dengan hal penerapan pemungutan 
pajak rumah kos telah memenuhi syarat 
tersebut sebagaimana diilustrasikan dengan 
perhitungan pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Ilustrasi Perhitungan Kewajiban 
Pajak Hotel atas Rumah Kos (Dalam Ribuan 
Rupiah) 
No Nama 
Kos 
Jumlah 
Kamar 
(a) 
Harga 
Sewa  
(b) 
DPP 
 
(axb) 
Kewajiban 
Pajak 
(axb)x5% 
1. Kos 12 1,000 12,000 600 
Mawar 
2. Kos 
Melati 
16 850 13,600 680 
3. Kos 
Semua 
30 750 22,500 1,125 
4. Kos 
Indah 
20 1,200 24,000 1,200 
Sumber: Data diolah, Febuari 2014 
 
Berdasarkan ilustrasi tabel di atas, dapat 
diketahui bahwa besaran pokok pajak setiap 
rumah kos berbeda mengikuti tambahan 
kemampuan ekonomis dalam hal ini Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP). Hal ini menunjukan 
bahwa pajak hotel atas rumah kos telah sesuai 
dengan syarat Unequal Treatment for the 
Unequals, karena setiap penambahan 
kemampuan ekonomis rumah kos berbeda telah 
mendapatkan perlakuan perpajakan yang 
berbeda. 
(b) Progression 
Syarat Progression menekankan 
bahwa besarnya tarif dibedakan oleh jumlah 
seluruh penghasilan atau jumlah seluruh 
kemampuan ekonomis. Sehingga, wajib 
pajak yang penghasilannya besar harus 
membayar pajak lebih besar dengan 
persentase tarif yang besar. Terkait dengan 
pajak daerah tidak dikenal adanya perbedaan 
tarif seperti progresif. Begitu pula pajak hotel 
atas rumah kos, hanya menerapkan tarif 
dasar sebesar 5% dari Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP). 
 
c) Asas Kemampuan Administratif 
Asas kemampuan administratif 
hendaknya diperhatikan sebelum ditetapkannya 
suatu pajak daerah demi memperkecil keluhan 
yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan 
pajak daerah. Terkait dengan jumlah pegawai 
DPPK kota Surabaya telah memenuhi. Hal ini 
didukung oleh ungkapan Kepala Kantor UPTD 
Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8 Daerah 
Kota Surabaya bahwa, dari segi jumlah pegawai 
yang ada telah cukup untuk menujang 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos. 
Selain dari segi jumlah pegawai, asas 
kemampuan administrasi sangat berhubungan 
dengan pelayanan yang diberikan fiskus atau 
petugas ke wajib pajak Terkait dengan 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota 
Surabaya, dapat dilihat dari ungkapan wajib 
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pajak yang merasa administrasi dalam pajak 
hotel atas rumah kos tidak sulit dan DPPK selalu 
memberikan pelayanan yang prima. Terdapatnya 
kantor cabang berupa yang tersebar di beberapa 
Kecamatan juga menimbulkan kemudahan 
dalam proses pendaftaran, pendataan dan 
pelaporan SPTPD oleh wajib pajak.  
 
d) Asas Kesepakatan Politis 
Asas kesepakatan politis menekankan 
pada adanya kesepakatan yang dicapai antara 
para impemantor sebelum suatu kebijakan 
pemungutan pajak ditetapkan demi memperkecil 
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak daerah. Berdasarkan hasil 
wawancara terkait dengan pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos, tidak ditemukan suatu 
kesepakan politis antara implementor. 
Sebagaimana diungkapkan oleh DA, 30 tahun, 
Staf Penyusunan Produk Hukum Pemerintahan 
Daerah Kota Surabaya, bahwa telah ada upaya 
menggundang para pemilik rumah kos dalam 
proses pembahasan raperda yang mengatur 
ketentuan tersebut sebelum disahkan, akan tetapi 
pemilik rumah kos cenderung untuk menolak.  
 
2. Implementasi pemungutan pajak hotel 
atas rumah kos di Kota Surabaya Dilihat 
dari Aspek-Aspek yang Mempengaruhi 
Implementasi Suatu Pajak. 
a) Aspek Komunikasi 
Komunikasi sangat menentukan 
implementasi kebijakan dapat berhasil mencapai 
tujuan dari implementasi kebijakan publik. 
Terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam kaitannya dengan Aspek komuniksi, yaitu 
koordinasi antar instansi lain dan keberadaan 
peraturan pelaksanaan. Adapun pihak-pihak lain 
yang berkoordinasi dengan DPPK dalam proses 
implemantasi pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos di Kota Surabaya yaitu, Bank Jatim, 
UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) 
Kota Surabaya dan wajib pajak. Akan tetapi 
terkait dengan keberadaan peraturan 
pelaksanaannya, DPPK masih berpedoman pada 
peraturan pelaksanaan yang lama. Belum adanya 
pembaharuan dan penyesuaian dengan adanya 
peluasan basis pajak hotel atas rumah kos, dapat 
menimbulkan permasalahan dalam proses 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos. 
b) Aspek Sumber Daya 
Aspek sumber daya dalam suatu proses 
implementasi kebijakan sangat penting, dengan 
adanya sumber daya yang cukup diharapkan 
akan menunjang pelasanaan kebijakan agar 
berjalan efektif.  Terdapat 3 (tiga) sumber daya 
yang penting dalam pelaksanaan kebijakan 
yakni, sumber daya manusia, sumber daya 
keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana. 
Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos di Kota Surabaya, terdapat 206 
pegawai yang terkait langsung dengan proses 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos dari 355 
pegawai keseluruhan pegawai DPPK Kota 
Surabaya. Jika dilihat dari segi jumlah telah 
cukup untuk melaksanakan pemunguan tersebut. 
selain kuantitas sumber daya manusia, kualitas 
sumber daya manusia juga dirasa penting untuk 
diperhatikan. Sebagaimana ungkapan DA, P, 30 
tahun sebagai Staf Penyusunan Produk Hukum 
Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, 
mengatakan bahwa telah ada pelatihat-pelatihan 
terkait dengan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos yang dilakukan oleh DPPK. 
Sumber daya kedua yaitu sumber daya 
keuangan. Sumber daya keuangan juga berperan 
sebagai pendukung kegiatan sehari-hari, 
pengadaan sarana dan prasarana, biaya 
sosialisasi, transportasi dan penyeleggaraan 
pelatihan untuk pegawai. Terkait dengan sumber 
daya keuangan dalam pemungutan pajak hotel di 
Kota Surabaya telah dianggarkan dalam 
anggaran pelaksanaan perangkat daerah setiap 
tahunnya oleh pemerintah Kota Surabaya. Oleh 
karena itu dapat dikatakan tidak ada keraguan 
dalam aspek sumber daya keuangan. 
Sumber daya terakhir adalah sumber 
daya sarana dan prasarana. Peraturan Bersama 
antar Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam 
Negeri nomor 213/PMK.07/2010 dan nomor 58 
tahun 2010 mengatur bahwa persiapan sarana 
dan prasarana tersebut merupakan tugas dan 
tanggungjawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan 
hasil dokumentasi terkait dengan sarana dan 
prasarana dirasa telah cukup dalam menunjang 
implementasi pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos. Terdapatnya sarana dan prasarana 
penunjang seperti loket dan bank persepsi 
disetiap kantor DPPK baik di pusat maupun 
cabang, formulir–formulir dan peralatan 
komputer merupakan hal yang sangat dibutuhkan 
dalam proses kegiatan pemunguta pajak hotel 
atas rumah kos serta mobil dinas dalam 
menunjang pelaksanaan pemungutan pajak hotel 
atas rumah kos. 
 
c) Aspek Disposisis 
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Terkait dengan implementasi 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos tidak 
hanya kecakapan saja yang dibutuhkan tetapi  
juga komitmen dari pelaksananya. Berkaitan 
dengan pemungutan pajak hotel atas rumah kos 
di Kota Surabaya, respon Pemerintahan Daerah 
Kota Surabaya khususnya pelaku implementor 
yaitu DPPK secara umum mendukung penuh 
diselenggarakan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos di Kota Surabaya. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh MSK, L, 42 tahun, Kepala 
Seksi Pajak Hotel dan Restoran Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Surabaya, yang 
menggatakan bahwa memiliki keinginan dan 
bersungguh-sungguh mengawal pelaksanaan 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota 
Surabaya ini. Akan tetapi, bila dilihat dari sudut 
pandang wajib pajak sendiri, hal ini berbeda. 
Wajib pajak cenderung terpaksa dalam 
menjalankan kewajibannya. Ketika wajib pajak 
memiliki sikap perspektif yang berbeda dengan 
pembuat atau pelaksana kebijakan, maka proses 
implementasi kebijakan kemungkinan menjadi 
tidak efektif. 
d) Aspek Struktur Birokrasi 
Aspek struktur birokrasi berkaitan 
dengan adanya standar oprasional prosedur 
(SOP) dan pola hubungan kerja antara bagian 
dalam organisasi dari masing-masing pelaksana 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos. 
Berdasarkan hasil dokumentasi tidak ditemukan 
SOP yang secara khusus mengatur bagaimana 
seharusnya pemungutan pajak hotel atas rumah 
kos. SOP yang digunakan hanya SOP secara 
umum terkait pegawai DPPK yaitu Peraturan 
Walikota Kota Surabaya nomor 52 tahun 2009 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah.  
Terkait dengan aspek adanya pola 
hubungan kerja telah ditemukan pola hubungan 
yang baik. Sebagaimana dikatakan CA, P, 44 
tahun, Kepala Kantor UPTD Pelayanan Pajak 
Daerah Surabaya 8 Daerah Kota Surabaya, yang 
mengatakan bahwa telah ada pola saling 
berhubungan yang dilakukan Seksi pajak hotel 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos. Berdasarkan kedua indikator  
tersebut. 
  
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Penegakan Pemungutan Pajak Hotel atas 
Rumah Kos Bagi Dinas Pendapatan dan 
Pengelola Keuangan Daerah Kota 
Surabaya. 
a) Faktor Pendukung 
1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang Berkompeten 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 
dokumentasi, lebih dari 50% (lima puluh persen) 
pegawai yang terlibat dalam pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos di Kota surabaya memiliki 
jenjang pendidikan pada perguruan tinggi. Hal 
ini berdampak positif pada kemampuan 
administrasi yang baik menyangkut tenaga, 
pikiran dan waktu dalam proses 
implementasinya. Hal tersebut diperkuat oleh 
MK, L, 48 tahun, wajib pajak yang terdaftar di 
UPTD 7 dengan respon positif yang diberikan 
mengenai pelayanan yang diberikan pegawai 
dalam proses implementasi pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos di Kota Surabaya. 
2) Sistem Komputer Yang Baik 
DPPK Kota Surabaya telah ada sistem 
komputer yang baik yang digunakan dalam 
menunjang pelaksanaan implemantasi 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos. Sistem 
ini bernama Sistem Informasi Dinas Pendaatan 
dan Pengelolaan Keuangan (SIDPPK) Kota 
Surabaya. Sistem ini digunakan sebagai wadah 
dalam menghubungkan kantor pusat dengan 
kantor-kantor cabang dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos. Adanya 
kemudahan yang diterima wajib pajak dalam 
membayarkan kewajibannya di loket mana saja 
yang tersedia baik di Kantor pusat maupun 
Kantor UPTD menjadikan sistem ini sebagai alat 
yang membantu dalam memantau pembayaran 
kewajiban wajib pajak. 
3) Sarana dan Prasarana Yang Memadai 
Terkait dengan Sarana dan prasarana 
yang telah disediakan dalam menunjang 
implementasi pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos telah memadai. Hal ini dianalisis dari 
pernyataan wajib pajak PPY, P, 28 tahun yang 
mengatakan bahwa Sarana dan prasarana di 
kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya sudah nyaman dengan 
adanya loket pembayaran Bank Jatim, ruang 
tunggu yang nyaman dan Sarana dan prasarana 
yang memadai.  
 
b) Faktor Penghambat 
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1) Peraturan yang Belum Efektif 
Sejak diberlakukannya pemungutan 
pajak hotel atas rumah kos tidak terdapat 
peraturan yang menjelaskan lebih lanjut terkait 
dengan rumah kos. Aturan yang ada hanya 
berupa Undang-undang nomor 28 tahun 2009 
dan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 4 
tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tidak adanya 
peraturan atau ketentuan khusus terkait dengan 
pengertian rumah kos, subjek  pajak wajib pajak 
dan dasar pengenaan pajak hotel atas rumah kos. 
Hingga saat ini ketentuan tersebut masih 
menyatu dan berbaur dengan ketentuan pajak 
hotel dalam perda Kota Surabaya nomor 4 tahun 
2011. Kondisi ini dapat menimbulkan kerancuan 
dalam pelaksanaan implementasinya.  
2) Tingkat Kesadaran Pemilik Rumah Kos 
yang Rendah 
Tingkat kesadaran pemilik kos di Kota 
Surabaya dalam memenuhi kewajibannya masih 
rendah. Masih banyak terdapat upaya beberapa 
pemilik kos menghindari kewajibannya dengan 
cara tidak jujur menginformasikan kepada 
petugas pajak. Sebagaimana dikatakan CA, P, 44 
tahun sebagai Kepala Kantor UPTD Pelayanan 
Pajak Daerah Surabaya 8 Daerah Kota Surabaya, 
yang menyatakan bahwa kesan yang diterima 
dari wajib pajak rata-rata menolak dan 
menghindar dari kewajiban perpajakannya, dan 
beranggapan pajak hanya membuat pengeluaran 
bertambah. Adanya ketidaktahuan tentang aturan 
baru yang memberlakukan pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos juga menjadi faktor 
hambatan.  
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu 
sebagai berikut: 
1. Kebijakan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos di Kota Surabaya jika ditinjau dari 
perspektif asas-asas pemungutan pajak 
daerah belum sepenuhnya sesuai. Terlihat 
dari belum terpenuinya beberapa asas antara 
lain; variabel elastisitas dalam asas 
kecukupan dan elastisitas, keadilan secara 
horizontal dalam asas keadilan, dan asas 
kesepakatan politis.  
2. Implementasi pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos di Kota Surabaya dilihat dari 
aspek-aspek yang mempengaruhi 
implementasi suatu pajak sebagian belum 
terpenuhi antara lain; respon yang berbeda 
dari implementor dalam aspek disposisi, dan 
keberadaan SOP dalam aspek struktur 
birokrasi. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos bagi Dinas Pendapatan dan 
Pengelola Keuangan daerah Kota Surabaya, 
dilihat dari: 
a) Faktor pendukung, terdiri dari kualitas 
sumeber daya manusia (SDM) yang 
berkompeten, sistem komputer yang 
baik, dan sarana dan prasarana yang 
memadai. 
b) Faktor  penghambat, terdiri dari 
Peraturan yang belum efektif dan tingkat 
kesadaran pemilik kos yang rendah. 
 
B. S
aran 
Berdasarkan hasil penelitian, 
pembahasan dan kesimpulan, maka 
direkomendasaikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Terkait dengan kebijakan pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos di Kota Surabaya jika 
ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan 
pajak daerah yang belum sepenuhnya sesuai, 
anatar lain sebagai berikut sebagai berikut: 
a) P
enetapan kebijakan pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos di Kota Surabaya 
sebaiknya dikaji ulang oleh pemerintah 
Kota Surabaya agar dapat memenuhi 
keseluruhan asas-asas pemungutan pajak. 
b) D
inas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuagan Kota Surabaya harus 
melakukan pemutahiran data objek pajak 
hotel atas rumah kos setidaknya 
dilakukan sekali dalam setahun demi 
memperoleh data objek pajak terkini.  
2. T
erkait implementasi pemungutan pajak hotel 
atas rumah kos di Kota Surabaya dilihat dari 
aspek-aspek yang mempengaruhi 
implementasi suatu pajak, anatara lain 
sebagai berikut: 
a) D
inas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuagan Kota Surabaya harus segera 
menyusun Standar Operating Procedur 
(SOP) sebagai pedoman dan acuan yang 
mengatur bagaimana seorang pegawai 
Muhammad Friansyah Murandika, et al, Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos 
Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah  
(Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya) 
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dalam tiap unit yang ada pada Seksi 
Hotel atas Rumah Kos Kota Surabaya 
dalam melaksanakan proses administrasi 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos 
di Kota Surabaya. 
b) P
erlunya upaya-upaya dari DPPK Kota 
Surabaya dalam mengubah mindset 
(pandangan) pemilik rumah kos yang 
selama ini memandang atau merespon 
negatif pungutan berupa pajak yang 
dilakukan Pemerintah Daerah. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan oleh DPPK 
Kota Surabaya dengan maningkatan 
manfaat secara tidak langsung yang 
dirasakan wajib pajak dalam hal ini yang 
berhubungan dengan usaha rumah kos. 
Seperti peningkatan pelayanan keamanan 
bagi rumah kos, kemudahan dalam 
mendapatkan izin pendirian usaha rumah 
kos dan semacamnya. 
3. T
erkait faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos bagi Dinas Pendapatan dan 
Pengelola Keuangan daerah Kota Surabaya, 
antara lain sebagi berikut: 
a) P
erlunya menambahkan aturan yang 
menjelaskan lebih lanjut terkait pajak 
hotel atas rumah kos, terutama 
menyangkut pengertian rumah kos, 
pengertian pengusaha rumah kos, 
pelaksanaan teknis pemungutan pajak 
hotel atas rumah kos dan sanksi yang 
akan dikenakan pemilik rumah kos jika 
tidak menyampaikan kewajiban 
pajaknya.  
b) D
inas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuagan Kota Surabaya harus 
melakukan sosialisasi tentang penetapan 
pemungutan pajak hotel atas rumah kos 
kepada pemilik rumah kos di Kota 
Surabaya bahwa Perda nomor 4 tahun 
2011 telah menetapkan adanya jenis 
objek pajak hotel baru yaitu rumah kos 
secara terpisah, tidak digabung dengan 
jenis pajak lain demi meningkatkan 
tingkat kesadaran dan pemahaman 
pemilik kos atau Wajib pajak, sehingga 
dapat lebih memahami tentang pajak 
hotel atas rumah kos. 
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